BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun

Anggaran 2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana  telah  diubah dengan = Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2018 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan

BUPATI LUWU TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling
sedikit meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Lebih Anggaran;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar
laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

@00 T

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp1.466.152.959.823,12
b. Belanja Rp1.520.109.440.833,57
Surplus/defisit Rp(53.956.481.010,45)
c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp104.961.418.960,15
- Pengeluaran Rp3.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp101.461.418.960,15
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp47.504.937.949,70



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
sebagai berikut:

a.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp26.871.723.266,78 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp1.493.024.683.089,90

2. Realisasi Rp1.466.152.959.823,12
Selisih lebih/(kurang) Rp26.871.723.266,78
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp74.377.987.836,38 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp1.594.487.428.669,95

2. Realisasi Rp1.520.109.440.833,57
Selisih lebih/(kurang) Rp74.377.987.836,38

Selisih  anggaran  dengan  realisasi  surplus/defisit sejumlah
Rp(47.506.264.569,60) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp101.462.745.580,05
2. Realisasi Rp(53.956.481.010,45)
Selisih lebih/(kurang) Rp(47.506.264.569,60)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp(1.326.619,90) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah Perubahan Rp104.962.745.580,05
2. Realisasi Rp104.961.418.960,15
Selisih lebih/(kurang) Rp(1.326.619,90)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp3.500.000.000,00
2. Realisasi Rp3.500.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp(1.326.619,90) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp101.462.745.580,05
2. Realisasi Rpl101.461.418.960,15
Selisih lebih/(kurang) Rp(1.326.619,90)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember
tahun 2018, sebagai berikut:

a.
b.
C.

Jumlah asset Rp2.919.964.965.793,25
Jumlah kewajiban Rp35.928.676.887,39
Jumlah ekuitas dana Rp2.884.036.288.905,86



Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk
tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai
berikut:

a. Arus kas dari aktivitas operasi Rp370.205.389.679,12
b. Arus kas dari aktivitas investasi Rp(427.661.870.689,57)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp(4.413.995.025,00)
e. Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Rp(61.870.476.035,45)
f. Saldo Awal Kas BUD, BLUD,

JKN dan BOS per 1 Januari 2018 Rp93.568.772.605,15
g. Saldo Akhir Kas BUD, BLUD,

JKN dan BOS Per 31 Desember 2018 Rp31.698.296.569,70
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018 Rp47.514.271.477,70

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, untuk
tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai
berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah-LO Rp285.216.626.731,65
b. Pendapatan Transfer-LO Rp1.139.628.439.162,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah Keuangan-LO Rp100.178.229.041,00
d. Jumlah Beban Rp1.369.291.351.357,43
e. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp13.306.666.429,34
f. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp0,00
g. Surplus/Defisit- LO Rp169.038.610.006,56

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember
tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp104.962.745.580,15

b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp47.504.937.949,70

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f,
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai
berikut:

a. Ekuitas Awal Rp2.731.390.092.159,78
b. Ekuitas Akhir Rp2.884.036.288.905,86

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
g, tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

a.

= I N N o

—.

o

N -

Ketentuan

Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

lebih

lanjut

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan,;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

urusan

pengelolaan keuanganNegara;

Daftar Jumlah Pegawai pergolongan Jabatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,

LPE;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan;
Daftar rekapitulasi Aset Lainnya

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai
akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran Berikutnya; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah.

Realisasi

Pasal 11

mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Timur diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Agustus 2019
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd
MUHAMMAD THORIG HUSLER
Diundangkan di Malili
pada tanggal 23 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.01.137.19



